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2 ”Dumpmg 4 :ddalah suatu': persamgan curang ;

di negam ketxga. Untuk merzgantzsmaﬂ masa-
lah “dumping " sejumlah negara telah member- .
lakukan perangkat . hukum . "anti-dumping”..
Masyarakat Eropa(ME), meIaIuI perangkat hu-.
kum amdumpmg ".telah. menetapkan komisi
khus s-yang menangani masalah -"dumping”.
Pembuktion "dumping” oleh komisi khusus ini -

meliputi "dumping” itu sendiri, kerugian (in-

' jury), dan kepenﬂgan masyarakat (communuy.._

- A.Pendaholuan .

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta-perkembangan lain yang
terjadi selama ini, menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa.
Terjadi. hubungan salmg ketergantungan dan, Integrasi. ekonorm naswnai ke

- dalam ekonomi global.. Proses ini terjadi secara bersamaan dengan beker]a-»
nya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Karena itu persaingan sema-

kin ketat, sementara hubungan perdagangan dan moneter menjadi kurang
menentu

non price competmon) Dalam bentuk harga - mlsa}nya terjadl diskriminasi
yang dikenal dengan. istilah dumping, sedangkan dalam bentuk persaingan
non harga antara lain, pemalsuan merek, penyaiahgunaan standansasx dan :
' advertensx yang menyesatkan. " - 7

Menghadap: reahtas perdacangan yang ciermk:an atu sejumlah negara
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melakukan proteksi guna melindungi industri dan pasar domestiknya. Ter-
hadap dumping, diberlakukan: perangkathukum anri-dumping guna melindu-
ngi industri domest;k yang: bersangkutan dari destruksi pasar karena pen-
jualan barang impor di bawah harga yang semestinya.

turan Iuiernasmnal Mengenan Dumpmg

ukum anfzdumpmg ,ds niegara tu;uan ekspor (ter
ata‘menimbutkan berbagaimasalah: Secara. pohtlsu.

nghambatliberalisasi perdagangan duniadan‘'membatasi -
untuk zkut berperan daiarn perdagangan mter’""

ketentuan hukum ann-dumpmg dlamr dz tmgkat mterna
: pannya dapat’ dilakukan secara wajar,
Dalam _"_Perses:ujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan" (General
Agreement-an Tariffs and Trads; GATL), ketentuan merigenai dumpingdi-
aturpada Article VI. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam "the Anti-
dumpm_g Code" (1979) yang dlmmuskan melalm "Tokyo Round"' : '963«—
1979 .
Mesk:pun demlklan ketenman hukum ‘internasional dimaksud* dalam..
perkembangan terakhir dianggap tidak memadai karena ketentuannya masih’
samar, "open-ended” dan belum mengakomodasi berbagai masalah aktual
terkait yang perlu diatur.” Keadaan ini menjadi pertimbangan diadakannnya
re-negosiasi mengenai dumpmg daiam putaran perundmgan GAT’I‘ yang ter-
akh:r "Uruguay Round"* ~
" Sepanjang ‘perundingan” "Umguay Round”" beberapa tahun’ laiu amz«
dumpmg tergolong masalah penting dan tumit diperdebatkan.* -‘Sejumiah’ IOS
negara peserta (comracng pames) memperjuangkan kepentmgan masmg-

! "Code” ini merupakan peayempurmaanatas pcraturan sebuiumnya (1967) beriaku sejak lahun 1979-
se!eiah dalanda!angam oIeh 25 negara

T Edwm Vcrmu]st, ‘Thc Umguay Round Agreemenl on Anu—dumg;mg and Its Likely lmpact on
Elropean Community and Unitéd States Anti-dumping Law and Practice™ (January, 1992), hal.

' ‘Masaleh_ dumping dalam perundingan putaran Uruguay dibicarakan di ‘bawah topik ';MTN
Agreements "and Arrangements” ‘yang secara ‘umum ielsh ‘disetujui melaluisuatu Deklarasi yang
ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

=% VanGrasstek Communications, "Prefiminary Anaiysis of the Impact of Lhé Draft Final Act of the
‘Uruguay Round of Multitateral Trade Negotlations on United States Trade Law and Policy™ (Report, July
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masmg:dalam tiga kelompok utama SRR
- Pertama, adalah kelompok negara yang aktif meneraPkan perundan g—un- L
"danaan: anti-dumping yaitu A.S. dan ME.; kedua adalah kelompok negara_
- yang acap kali dituduh melakukan dumping dan ketiga ialah kelompok negara

_ melakukan dumping oleh negara lain, seperti Austraha Kanada dan sejumlah_..-. :
‘negara Nordik. o
. Ompok pertama bermaksud memperiuas "the Antl—dumpmg Code". :
- yar: 1nencakup materi-materi; aktual yang telah diatursecara unilageral 5
dal _‘e,r_unciangmndangan mereka. Misalnya, ketentuan mengenai "antis
circumvention” yang telah diterapkan oleh A.S. pada tahun 1988 dan ME.
pada tahun 1987-1988. Kelompok kedua bermaksud membatasi beberapa ke-
tentuan . anti-dumping, sedangkan kelompok ketiga menjembatam kepen— :
tmgan kedua kelompok lainnya.® e
i Ketiadaan ketentuan hukumn internasional mengenai dumpzizg yang menc- 1
akomodam aspirasi semua negara di bidang ini; mengakibatkan negara. yang
berkepemmgan menerapkan ketentuan hukumnya secara unilateral. ]
_ ‘Amerika Serikat (A.S.) memberlakukan “the Anti-dumping Law" (Sec-
tion. 303 dan 731 dari "Tariff Act"~1930). Ketentuan ini telah mengalami
beberapa ‘kali. perubahan, terakhzr d:periuas cakupan pengaturannya pada
tahun 1984 dan: 1988.% :
Sementara itu, negara-negara: yang bergabung dalam Masyarakat Eropa
(M.E: ) juga memberiakukan tindakan ann-a’umpmg, antara lain berdasarkan

tentang "Protectlon against Dumped or Subsxdxzed Imports from Countr;es
Not Members of the European Economic Community".

C. Aktualitas Masalah Dumping bagi Indonesia

- Tindakan. anfi-dumping. merupakan masalah tersendiri dalam perda-
gangan internasional.‘Pada Sekretariat GATT beberapa waktu lalu tercatat;
bahwa dalam periode.1988-1990.terdapat hampir 2000 kasus tuduhan dum-
ping. Lebih 95% diantaranya diajukan oleh empat negara maju, yakni A.S.,

* Vermulst, Op. Cit., him. 1-2
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ktif menerapkan ketentuan anti-dumping sekaligus juga sering dituduh R
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. Austraha Kanada dan M.E.” Sebagian besar tuduhan itu ditujukan kepada
.ekspomr_negara berkembang yang umumnya merupakan’ pendatang baru
omer) dalam-kancah perdagangan internasional. ' .
~2. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kasus ini.}
tahun 1990 telah.tercatat 7 kasus dumping yang dituduhkan kepada 23 eks- -
pottir | Indonesia. Dari kasus itu, sekitar.16 perusahaan dlkenakan tinda an:
karenaterbukti melakukan dumping® -
Dalam hubungan dagang dengan M.E.; Indonesia telah meiaksanakan :
nti=dumping kelompok negara ini-atas: pmduk ekspor "Monosodivm Gluta<
mate" (MSG) pada tahun 1987 kam demm dan polyester yam" pada tahun
1989 -

Dalam konieks ini, terdapat kekhawanran bahwa tmdakan tersebut
merupakan salah-satu dalih ME unwuk mempersuht masuknya produﬁcindo—
nesia ke pasaran ME."* i

+Karena itu, perlu dipelajari perkembangan yang terjadi di Masyarakat
Eropa (ME) guna mendapatkan kompensasi.” Satu dan lain hal agareks: .
portir kita-dapat melakukan keg1atannya tanpd hambatan perangkat hukum
d: negara tujuan ekspor.:

‘Sunaryatt Hartono, dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa perha-
taan terhadap prinsip dan ketentuan hukum internasional sangat mempe-
ngarehi reputasi ekonomi dan perlakuan negara lain terhadap pemasaran
produk Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri,'* -

~Fulisan ini bermaksud .memberikan pemahaman  méngenai ketentuan
hukum anti-dumping MLE. agar dengan demikian, tuduhan dumping oleh
kelompok negara ini di kemudian hari dapat diantisipasi dengan baik. -+

“17"Soedradjat J. 'bjaWahdono, Perdugangan dan ' Pembangunan: Tanmtangan, Peluang da.n
Kebrjaksanaan Perdagangan Luar Negeri-Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1992); hal. 134 dan' 1362

“*Lihat Lapomn Harlan Kompas terbitan 25 September1992 dan 23 Maret 1993.
'® Djiwandono, Op. Cir., hal. 143-144. '
¥ Djiwandona, Jbid., him. 300.

* Pernyataan seperi ini dikemukakan ofeh Adrianus Mooy, mantan Dubes R.L untuk M-E. usai
diterinas Presiden Soshario pada tanggal 29 Maret 1995 di Bina Graha, lakarta, Lihat Rerita: Harian
Kompas, 30 Maret 1995.

" Sunaryali Hartono, “Pnnmp prinsip Hukum yang Berkaﬂan dengan Pengembangaa Pasar di
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. -:'masyarakat -__(commumty mterest)

Dumpmg dlmaksudkan sebagal keadaan dl mana suatu produk dxtawar o
kan dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dlbandmgkan". '
harga normal (normal value) nya. Rumusan ini dapat berarti bahwa harga
jual di negara lain lebih rendah daripada harga produk di negara asalaya.
Bilamana tidak ada penjualan produk di negara asal (eksportir) maka sebagai

'perbandmgan adalah harga jual di negara ketiga (negara importir lainnya).. "~

... dika kedua kategori harga _;ual tersebut tidak layak dxgunakan sebagai
dasar perbandingan harga, maka ' ‘normal value" dalam hal ini dl{entukans
ain berdasarkan perhitungan berbagai unsur, meliputi biaya produksi (cost,
of. production) ditambah keuntungan (margm of profit) lalu dikoreksi dengan
ongicos pengangkutan serta biaya-biaya. iam yang . lazun dalam perdagangan_
mternas:onal e >

2 Kerug:an . : s
" ‘Meskipun dapat dibuknkan adanya dumpmg tetap: prosentase dumpmg.
-berada di bawah marjin (de minimis dumping) serta tidak menimbulkan keru-
) gxan bagl masyarakat Eropa, maka ndak beralasan untuk mengenakan tmda~_
kan ann~dumpzng : i
- Kerugian - masyarakat dapat ﬁ;buktikan dengan berbaoax faktor
Penmgkatan volume impor, baik dalam arti -absolut  maupun, relatif;
menurunnya harga jual produk yang bersangkutan (harga murah).atau terjada_
tekanan harga sebagai akibat: dumping barang i impor; dan terjadinya kerugian
industri domestik yang tampak pada produksi, kapasztas persedlaan pangsa:
pasar dan sebaga:nya . o

3 Kepentmgan Masyarakat o :
- Pengenaan tindakan amz-dumpmg juga mensyaratkan pembukt:an adanya :
gangguan terhadap kepentingan masyarakat Eropa (the interest of the
Community call for intervention).
Secara teoritis, "kepeniingan masyarakat” merupakan konsep yang‘
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abstrak dan politis, ‘Dalam kasus a’umpmg produk MSG dari Indonesia, gang-
guan terhadap “kepentingan masyarakat” dikonkritkan sebagai keruglan
1'1dustrx yang berdampak bumk pada tenaga kerja yang bersangicutan

"gxan yang mengganggu kepentmcan masyarakat akan dikenakan tmdékan‘
- anti-dumping (anti-dumping measures). o
Tindakan tersebut dapat berupa "a.ntiwdumplng duties" yaitu pengenaan
“bea-masuk (custom duties) terhadap setiap produk yang diekspor ke M.E.
“atau berupa undertakmgs yaitu pemngkatan harga pmduk ekspm guna-
men tupx kemg:an mdustrl M E ' :

E Menghadapl Tuduhan Bumpmg M E

1. Keterhuhaan ?erusahaan (Ei\Spﬁ[‘tu‘) -
“Prosedur pembuktian terjadi tidaknya dumping, dilakukan melalui i xslan
kmsroner dan investigasi olehr Komisi M.E. pada sejumkah pihak terka
{ermasuk produsen/eksportir di negaranya.
Layaknya sebuah peradilan, maka keterbukaan eksportir kepada tim
investagasi M.E. dapat mempengaruhi tindakan yang kelak d1kenakan oleh'
Komist atau Dewan M_E.

Hal tersebut, misalnya, tercantum dalam (diktum) Putusan Komisi Anti-
durmping M.E. dengan rumusan, “for those parties (exporters and producers)'
who (have) cooperated in the investigation."3 =~

“Dalam kasus dumpzng MSG yang dituduhkan antara lain kepada 3 eks-
pomr Iridonesia, M.E: menawarkan " price undertakings" kepada 1 peru-
sahaan karena dianggap kooperatif dalam proses investigasi. Dua perusahaan
lainnya yang dinilai tidak kooperatif, dikenakan " ‘provisional anti-dumping
duty” sebesar 0,510 ECU/kg per ekspor MSG ke negara-negara anggota
ME. Tindakan yang sebelumnya bersifat sementara in kemudian dikukuhkan
menjadi-"definitive anti-dumping duty" melalui "Council Regulatlon (EEC)'”
No. 1798/90 tanggal 27 Juni 1990, '

Penawaran "undertakings” terhadap satu perusahaan dimaksud, sebetul-
nya masih menguntungkan dibandingkan dua perusahaan lainnya., Keun-
tungan ini- disebabkan "anti-dumping duties” berupa bea-masuk (custom
dut:es), harus d:bayarkan dalam setiap transak51 ekspor produk yang

0.4 156 (1990), him. 26. -
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bersangkutan, sedangkan peningkatan harga produk melalui undertakmg“;c‘; B
-;dapat zertangguiangl secara. tldak Iangsung ‘oleh- produsen/eksportxr darx_ _
negara lain.* -
2 Perlu. dxketahul bahwa penawaran undertaklngs pnces tidak sela]u f
‘dipenuhizoleh. Komisi- atau Dewan: M.E. Hal:ini disebabkan antara: lam
'pemantauan yang rumit - terutama mengenai produk teknologi canggih. Satu :
dan lain hal bahwa “undertakings” dalam praktek sering tidak dipatuhi oleh
ekspomr yang bersangkutan.’®

Hai :yang sama Juga terjadi pada kasus tuduhan dumping sebesar 0,5.%

atas “Polyester yarn® yang melibatkan 10 eksportir. Sat pemsahaan
« dibebaskan:dari "tindakan balasan” sebab dianggap kooperatif dalam inves-
tigasi,sedangkan 9 ‘perusahaan }amnya yanc d;mial tidak kooperatif
dikenakan tindakan enti-dumping '

2. Peran.Pengacara '

Seperti dikemukakan sebelumnya, tindakan anti-dumping merupakan
lembaga yang diatur melalui pranata hukum. Sejak investigasi untuk mem-
buktikan dumping, perhitungan marjin dumping dan injury serta jumlah
“anti-dumping duties” atau "price undertakings” vang harus dilaksanakan
sebagai‘sanksi, serta berbagai aspek lain; ditetapkan berdasarkan ketentuan
hukum iyang berlaku di ME. ' :

- Karena itu, diperlukan penoetahuan hukum yang memadal guna penye-
lesaian kasus tuduhan dumpmg sead11~ad11nya tanpa ada plhak yang merasa
'dlmolkan _

~Kekeliruan dalam proses- mvestlgasx hingga pengenaan. tindakan anti-
dumpmg, dapat dikoreksi sebagaimana mestinya. Misalnya, melalui "hea-
rings” dan "reviews" (peninjauan kembali). Lebih dari itu, eksportir yang
dikenakan tindakan anti-dumping dapat mengajukan permohonan pembayaran
kembali (refund):manakala yang bersangkutan telah melaksanakan kewajib-
annya.secara. melampaui marjin yang ditetapkan. °

Dalam kasus tuduhan dumping "album photo” kepada 4 perusahaan
Indonesia, Pemerintah asing (negara tujuan ekspor) pada awalnya menge-
nakan tindakan "anti-dumping ‘duty” sebesar 76% untuk album dan 50%

Y Vermulst, Op. Cit., him. 50-51.

¥ Jean-Francois Eellis, Ant!—dumpmg Law and Practice” (Maka!ah Seminar, 19 Agustus 1992 cIs
Jakana); him.29-30.
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o -untuk leaves.

~Atas- peran pengacara diiakukan mvestlgas: u]ang Hasxl mvesnga_gl
menunjukkan maxjin durping yang benar hanyalah 73% untuk elbum dan
36,1% untuk leaves. Penurunan itu sudah barang tentu mengurangi pula -
jumlah:- "antx—dumpmg dutzes yang dikenakan terhadap ekspOrtlr '~yang
.bersaagkutan BB . % g :
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1 'Hf}'z'oéve'r 'is careless with the truth in senal! marfer.é cannot be trusted with,
unpor!am matiers, ) g

Saapa saja yang ridak menaruh perhanan pada masalah kebenaran dalam

per!cam Aeu! tidak dapar dfben kepercayaan untuk menangani perkara be.sar -

(Albert Emstem) _
e _ . ey

3%

1 The people is that part of state does nat know what it want,
4 Rakyat-adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang .||
diinginkannya. . :

(G.W.F. HegeD) ||

LAAGHUQGL dvngan sdzap Jang batk adaﬂah erdq bad@ dampada menganjthan
untub wabtu yang el . pastt o






